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KEPALA DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DESA SULUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SULUNG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah
Desa Sulung perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

. bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang

disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka menengah
Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun;

. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sulung
Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tk. I
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
126 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -
2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun No 4700);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana yang telah dua kali
di ubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77),
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
sebagaimana yang telah di ubah pertama dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157) dan perubahan kedua dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 41),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
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sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88) dan sebagaimana yang telah diubah yang kedua
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 2094 Tahun 2014);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 1633 Tahun 2020);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor § Tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026;
Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 Tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul




dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018
Nomor 48);

22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 27
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas
Tahun 2020 Nomor 28);

23. Peraturan Desa Sulung Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sulung

Tahun 2019 — 2025 (Lembaran Desa Sulung Tahun 2020
Nomor 2);

24. Peraturan Desa 4 Nomor Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sulung
Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SULUNG
dan
KEPALA DESA SULUNG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2025.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
Desa adalah Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan
Permusyawaratan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM
Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sulung Kecamatan Tebas
Kabupaten Sambas.
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8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah
penjabaran dari RPJM Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

9. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan Kepala Desa yang bersifat
mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijakan desa yang
menyangkut pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2
Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam
musyawarah Desa.

Pasal 3
Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi
pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar
usulan RKP Desa.

Pasal 4

(1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat Desa.

(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam
musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah
kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten.

Pasal 5
(1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat rencana
penyelenggaraan:
a. Pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan Pembangunan;
c. Pembinaan kemasyarakatan;
d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi uraian:

a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama
antar-Desa dan pihak ketiga;

d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai
kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
daerah; dan



e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur
masyarakat Desa.

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa
sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif
Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah.

(4) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 6

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada
Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan
Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

(3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
mendapatkan persetujuan Bupati.

(4) Dalam hal bupati/walikota memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah
Provinsi.

(5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. :

(6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah menyetujui
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat
dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7
(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
peraturan Desa.

BAB I
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8
(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya
untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD atau sebutan lain dalam
forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
(2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan
musyawarah dan mufakat.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Uraian lebih lanjut mengenai RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa
ini tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sulung.

Ditetapkan di Sulung
pada tanggal, 9 September 2024

KEPALA DESA SULUNG,
TTD

AMBAR

Diundangkan di Sulung
pada tanggal © September 2024

/smolss;\ SULUNG
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SULUNG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

UMUM

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, penyelenggaraan urusan
pemerintahan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas,
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa
yang tertuang dalam Peraturan Desa Sulung tentang Rencana Kerja Pemerintah
Desa Sulung Tahun 2025.

Pembentukan Peraturan Desa ini merupakan amanah Undang-undang dalam
rangka pelaksanaan otonomi Desa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di Desa.

Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam
menetapkan kebijakan yang terkait dengan Pemerintah Desa, baik yang berasal
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun
yang berasal dari Pendapatan Asli Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.




